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BABI 

PENOAHULUAN 

A. LATAR BEL AKANG MAS4I A11 

Setiap anal wajib hormat dan patuh kepada orang tuanya Sebaliknya 

orang tua wajib memehihara dan memberi bimbingan anal -anaknya yang belum 

cukup umur sesuai dengan kemampuannya masing-masing Setiap anak yang 

belum dewasa (belum berumur 2I tahun dan tidal lebih dahulu kawin) dianggap 

tidak cakap bertindak (hendelug sobelwaan) dalam lalu lintas hukum oleh 

Undang-undang mereka ditentukan tidak dapat mengadakan persetujuan-perse­ 

tujuan, maka orang tualah yang wajib menyelenggarakan segala kebutuhannya 

Di dalam KUH Perdata (BW) kewajiban Wali diatur dalam pasal 383 

yang dinyatakan bahwa tiap kali harus menyelenggarakan pemehiharaan dan 

pendidikan anak serta mewakihimya dalam segala tindak perdata Mengenai 

haknya wali juga diatur dalam pasal 311  KUH Perdata yang mana setiap bapal 

dan ibu yang memangku kekuasaan orang tua atau menjadi wali, berhak 

menikmati segala hasil harta kekayaan anal-anaknya yang belum dewasa 

Sedangkan di dalam Islam hak dan kewajiban wahi terdapat dalam Al­ 

Qur an Surat An-Nisa ayat S yang mana Allah SWT menyuruh orang-orang 

yang akan menjadi wahi benar-benar orang yang sudah dewasa, bijaksana dan 

sa0ggup bertindak dengan baik dalam mengurus harta Diadakannya perwahian 

atasnya adalah untuk menjaga kemaslahatan dirinya dan harta bendanya 



' 

Anak satim piatu atau anal -anal yang belum cukup umur dan tidal 

dalam kekuasaan orang tuanya memerlukan pemebiharaan dan bimbingan 

karena itu harus ditunjuk wahi, yaitu orang atau perk um pulan-perk umpulan yang 

akan menyelenggarakan keperluan-leperluan hidup untuk anal-anal tersebut 

Wali ditetapkan oleh hakim atau dapat pula karena wasiat dari orang tua 

sebelum meninggal dunia, sedapat mungkin wahi diangk at dani orang-orang yang 

masih mempunya pertahian darah terdelat si anal tu atau bapakmya yang 

karena sesuatu hal telah bercerat 

Perwahian (vooghip adalah pngawasan terhadap pnibadi dan pengurusan 

harta kekavaan seorang anal yang belum dewasa ka anal itu tidal berada di 

bawah kekuasaan orang tua'Jadi dengan demikian anal yang orang tuanya 

telah bercerai atau pika salah satu dani mereka atau semua meninggal duma 

berada di bawah perwalian Terhadap anal di luar kawin, maka karena tidal ada 

kekuasaan orang tua, jadi anal itu selalu di bawah perwalian 

Adapun anal -anal yang di bawah perwahian adala.h 

a Anak sah yang kedua orang tuanya telah die.abut kekuasaanmya sebaga 

orang tua 

b. Anal sah yang orang tuamya telah bererat 

c Anal yang lahir di luar permikahan (natwrhi kind, 

Jika salah satu orang tuanya meninggal, menurut Undang-undang, orang 

tua yang lainnya dengan sendirinya menjadi wadi dart anal -anaknya Perwalian 

imi diamakan perwalian menurut Undang-undang (wenelpke voogd seorang 

peot Ali Afadi Sll Helm Marrs Aelarrga l lebola, Bina Aksara. Jakarta 1984. hal 

5% 



anal yang lahir di luar perkawinan berada di bawah per.alian orang tua yang 

mengakuinya, adapun seorang anal yang tidal mempunyat wali, hakim akan 

mengangkat seorang wali atas permintaan, salah satu pihak yang berkepentingan 

atau karcna abatannya (dateve voorgdp Ada pula kemungkinan seorang ayah 

atau bu dalam surat wasiatmya (testament mengangk.at seorang wahi untuk 

anaknya Pengangkatan yang dimaksudkan akan berlaku pika orang tua yang 

lainmya karena suatu sebab tidak rmenadi wahi erwahan semacam ini 

dinamak.an perwatan enurut wasiat (testamentare voogdip 

Namun dalam rahita masih bamval anal yang terlantar bisa kita puma 

di jalan-jalar bahkan tetangga kita sendiri Bila terjadi demikian lalu bagaimana 

kewaniban wahi terhadap anal yang diampunya. bagamana dengan harta mereka 

apabila wali benar-benar terhibat, bisakah dia dituntut atau tidak 

Dani latar belakarg di atas, maka penulis mencoba mengangkat skripsi 

ini dengan judul ; IN.A AN TERIHADAP IHA DAN KEW A41\ 

ALI MENURIT Ht it M ISL AM DA IHI I M  P R D A T " ,  

B. PERI MLSAN MAAL.AM 

Dani latar belakang masalah yang penuhis urat'an di muka, maka dapat 

dirumusken permasalahan sebagai benikut 

Apa yag menadi hal dan kewapiban Walt menurut Hukum Islam 

Apa yang mcnjadi hak dan kewaban Wahr menurut KI/H Petdata 

3. Bagaimana persamaan dan perbedaan hak dan kewajtban Wahi antara 

Hukum Islam dengan KUH Perdata 



Berdasarkan latar belakang dan rumusan aasalah sang penulis uraikan 

di muka, penulisan hukum imi bertujuan 

Untuk engetahut apa yang menjadi hak dan kewajtban Wahi menurut 

uk um Islam 

2 Untuk mengetahut apa yang menjadi hal dan kewaban Walt menurut 1tab 

Undang-undang Hukum Perdata 

3, Untuk mengetahut apa yang menjahr persamaan dan perbedaan hal dan 

kewajiban Wahi menurut Hukum slam dengan KUH Perdata 

D. KEGI N A P  E L I 1 1 \ \  

Obyek penehtttan int hihatapkan berguna bath csata torts 1apun 

secara praktis 

Seara teonttis, penehitian imi diharaplan berguna bag perkembangan mu 

pengetah ar huk um dan perehitian benikutmya 

2. Secara praktis, penehitian ini diharaglan dapat berguna pada pengaturan 

secara langsung obyek yang ditehiti atau dapat dipergunakan dalam 

mengambl kebijaksanaan yang lebih bark bagr pihak-pihal yang terkat 

serta dapat menambah wawasan bag masyarakat tentang hak dan kewapiban 

Wal 

Penehitian pada umunosa bertuyuan untuk menemok.an, mengem­ 

bangkan atau menguji kebenaran suatu pengetahuan Menemukan berart 



5 

berusaha memperoleh sesuata untuk mengisi kekosongan atau kekurangan dari 

suatu arah yang tidak ada Menguji kebenaran dan dilaksanakan jika ada yang 

sudah ada masih diragukan kebenaranmya. 

gar penelitian berjalan dengan lancar dan mendapat hasil yang lebih 

baik sesuai dengan yang dinginkan, maka memerlukan suatu metode penehitian 

Dalam bagian ini akan diuraikan langkah-langkah yang digunakan dalam 

menyusun sknipsi ini, yairtu 

Pendekatan Penehtian 

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah 

yuridis normative, yatu suatu penehitian yang menekankan pada ilmu 

hukum, akan tetapt Juga berusaha menelaah kaidah-kaidah sosial yang 

berlaka Pendekatan yurudis maksudnya pendekatan yang berdasarkan 

peraturan perundang- undangan yang berlaku sesuai dengan masalah yang 

diteliti yang merupakan data sek under 

2 Spesifikasi penelitian 

Dalam penehitian ini digunakan spesifikasi penelitian yang bersifat 

eksploratif analogs, yaitu menyelidiki dalil-dalil hukum untuk penemuan 

hukum dengan dasar 'illat huukun" Metode ijtihad dengan dasar illat hukum 

dikenal dengan istilah al Qiyas, menurut Ulama Ushul, al Qiryas berarti 

menyamakan suatu kejadian yang tidak ada nash kepada keadilan lain yang 

ada nashnya pada nash hukum yang telah menetapkan lantaran adanya 

kesamaan di antara dua kejadian itu dalam 'illat (sebab terjadinya) 

Ronny Hantijo Sumitro, Metodolog Pee lttan Hulan, Ghulia Indonesia, 1982, Hal 15 

gahmat Diatmiko, 1994, la.la Hulon ls.lat Lpanya Ke Arah Pemaheavam Metodolog, 
Dittinbapera Islam al 16 
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hukumna" Menurut Rahmat Djatnika peneliti harus meneliti semua sifat 

yang ada pada masalah yang dicani hukumnya dan pada masalah yang sudah 

ada hukumnya, yang sifat itu secara logis dapat menyebabkan ditetapkannya 

huk um tersebut 

Masih menurut Racnmat Djatnika, dari sifat-sifat yang memenuhi 

syarat sebagai 'illat dicari sifat-sifat yang sama antara masalah yang dicart 

hukurnya dengan masalah yang sudah ada hukumnya Apabila ditemukan 

sifat yang sama pada maslah sang dieani hukumnya dengan sifat-sifat 

penyebab hukum pada masalah yang sudah ada hukumnya, maka berarti 

drtemuken 'illat yang sama antara kedua masalah tersebut Apabila telah 

ditehiti bahwa kedua illat itu sama, ada persamaan 'illat, maka ditetapk.an 

adanya 'illat pada masalah yang dicari hukumnya yang hukumnya 

disamakan dengan hukum pada masalah yang telah ada hukumnya 

3. Obyek Penelitian 

Tinjauan Terhadap Hak dan Kewajiban Wali menurut Hukum Islam 

dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata 

4 Sumber data 

Adapun yang drjadikan sebagar sumber data dalam penehitian in 

adala.h scbagai benikut 

a Data Primer 

Meneliti hadist-hadits, yaitu hadits-hadits yang secara langsung khusus 

memuat masalah-mas.ala.h huk um an hukum perdata 

thud hat 160 
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b Data sekunder 

Diperoleh dani hasil-hasil penelitian dan literatur-literatur fiah 

c Data yang menjelaskan data hokum primer dan data-data hukum 

sekunder misalnya kamus hulk um, ensiklopedi huk um dan lain-lainnya 

d Metode Pengumpulan Data 

Studi kepustakaan (library research) yaitu dengan mencari data-data 

yang berasal dani AI-Qur'an, Hadits-hadits Nabi, dan Kitab-kitab Fiah 

5 Metode Analrsa Data 

Analisa data merupakan upaya penuhis mencari dan menata secara sistematis 

catatan-catatan hasil penehitian kepustakaan dan lainnya untuk mengingatkan 

pemahaman penuhrs tentang kasus yang penulis tehiti dan menyajikan 

sebagar temuan bgr orang lain 

Noeng Muhadjir sebagaimana mengutip pendapat Bogdan Memberikan 

tuuh langkah analisa data" 

Langkah Pertama 

Mempersempit jalur studi, yaitu dengan pertama berfikir holistic dan 

kedua berfikar parsial, dengan mempersempit fokus, penulis dapat lebih 

mempersempit data yang dik umpulk.an 

2 Langkah kKedua 

Langkah kedua menetapk.an tipe studi, karena penebitan merupak.an tnjauan 

yunidis terhadap pasal 31 dan 383 Kiab Undang-undang Hukum Perdata 

tentang Hak dan Kewajiban Wali menurut Kita.b Undang-undang Hukum 

Perdata 

Noeng Muhadjir 1997,Metode Penelitian Aualitaif, Rake Sarasin, hal Io4 
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3. Langkah ketiga 

Pada langkah int penulis mengembangkan secara terus menerus pertanyaan 

anahitik, skema di lapangan penulis bertanya, mencan jawaban dan menga 

nalisisny% dan mengembangkannya untuk memperoleh jawaban 

4. Langkah Keempat 

Penulis membenikan komentar dengan cakupan hal-ha] substansial, 

mnetodologik dan teoritik 

5. Langkah kelima 

Pada langkah ini penulis mengupayakan penjajagan ide dan penelitian 

pade snbyek responden sebagai analisis penelitian Langkah ini di 

tempuh pada tahap-tahap awal perehitian 

6. Langkah keenam 

Pada langkah keenam penulis membaca kembali kepustakaan yang 

relevan selama di lapangan 

7 Langkah ketuyuh 

Langkah ketujuh yang disarankan adalah penulis menggunakan meta 

phora, analogy dan konsep 

Selanjutrya data yang diperoleh dari penelitian akan dianalisis dengan 

menggunak.an penemuan hukum melalui analogy yang berhubungan erat 

dengan konstruksi yaitu tata cara mcnemukan huk um yak.ni dengan bertanya 

kemudian dibentuk ketentuan yang khusus dan umum ak.himnya smpa pada 

kongklusi 
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F. SISTEMATIKA PENULISAN 

BABI PENDAHULUAN 

A Latar Belakang Masalah 

B Perumusan Masalah 

C Tujuan Penelitian 

D Kegunaan Penelitian 

E Metode Penelitian 

F Sistematika Penulisan 

BAB II TINJAUAN PUSTAKA 

A Wah Menurut Hukum Islam 

Peng rtian Wali dan Dasar Hukumnya 

2 Syarat Menjadi Wal 

3. Macam-macam Wai dan Perwalian 

4. Mulai dan Berakhirnya Perwalian 

Wahi Menurut Hukum Perdata 

I Pengertian Wali dan Dasar Hukumnya 

2. Syarat Menjadi wadi 

3. Macam-macam Wali dan Perwakilan 

4. Mulai dan Berakhimya Perwalian 

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAIHASAN 

A. Hasil Penelitian (Pengumpulan Data) 

Yang Menjadi Hak dan Kewajiban Wali Menurut Hukum 

lslam, 
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2. Yang Menjadi Hak dan Kewajiban Wali Menurut Hukum 

Perdata 

3 Yang menjadi Persamaan dan Perbedaan Hak dan Kewajiban 

Wali Menurut Hukum Islam dengan Hukum Perdata 

B. Analisa Data (Pembahasan) 

BAB1IV; PENN1UP 

A. Kesimpulan 

B Saran-Saran 



BAB II 

TINJAUAN PUST AKA 

A, WALI MENURUT HU KI M ISLAM 

I. Fengertian Wal da Dasar H u k m y a  

Kata perwalan adalah bahasa Indonesia, berasal dani bahasa Arab 

vaitu bentuk masdar dart kata 

artinva pentahan 

Me ucut uratan di atas, selanjutnya dapat snmpulkan bahwa Bila 

menggunakan kata ))5engan ditaea kasrah pads 

hat-had yang membutuhkan kepada pendidikan, kekuasaan dan pekerjaan 

dalam arti pertolongan dan keluarga Semua arti-arti tersebut tercakup dalam 

kata perwaliant 'd_)Jo karena perwalian membutuhkan seorang wadi 
" 

epada penddtkan, kekuasaan, pekerjaan sebagammana eluarga adalah 

hubungan kekeluargaan yang amat kuat untuk memberikan pertolongan inf 

Dalam ktentuan umum pasal I h, Komphikasi Hukum Islam (KHI 

Perwalian adalah kewenangan yang dibenikan kepada seorang untuk 
melakukan sesuatu perbuatan sebagar wakil untuk kepentingan dan 
atas nama anak yang tidak mempunya kedua orang tua atau kedua 
orang Iua atau orang tua yang masih hidup tidal cakap velakukan 
perbuatan huk um 

' 

pektorat Pembina.an Bad.an Peradila Agama, Dirjen Binbaga Islam Departemen Agaa RI 
Kompilasi Hukum tshm di Indonesia, 2000 hl 14 

t Abdurahman, SH, Aomplat Huck de Indonesia, Aka.demika Pressindo, Jakarta, 193 ha! J 

II 
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Berdasarkan pengertian in dapat disimpulkan bahwa wahi adalah 

orang yang dibeni kewenangan untuk melakukan perbuatan hukum demi 

kepentingan znak yang tidal mempunyai kedua orang tua, atau kedua orang 

tua yang masih hidup tetapi tdak cakap melakukan perbuatan hukum Firman 

Allah SWT yang dapat dirunjuk untuk menjelaskan keberadaan wali antara 

jika yang berutang itu orang yang lemah akalnya atau 
lemah (keadaannya) atau dia sendiri tidak mampu mengimlak.kan, maka 
hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur...." (0.S. al-Baqarah 
282) · 

Firman Allah SWT Surat An-Nisa' ayat 5 
, 

.> +2'2\,»'+\)l3'pl3 
Artinya "Dan janganlan kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 

sempuma akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang 

dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan" (0.S. An-Nisa' 5)" 

kKutipan ayat di atas menunukkan peran, kewajban dan hak-hak wali 

terhadap anak-anak dan harta yang di bawah perwaliannya serta dapat dijadikan 

dasar hukm perwalian secara eksplisit tidak secara impligt" 

Selanjutnya bahwa dengan perwalian itu memungkink.an seseorang, 

sebagai wali untuk melindungi, menjaga terwali, baik terwali itu berupa orang 

atau berupa harta Do lam hal ini berdasar unan di atas, terdapat beberapa variasi 

dani perwalian itu, yakni 

"Departemen Agama lRl Al-Qwran dan Terjemahorya, PT Bumi kRestu, Jakarta, 1978,hal 70 
thud. hal 1HS 

pe Ahmad RRcfiq, MA, lulum slam d Indonesia, Raja Grafiado Persad.a, Jakarta, 1995, hal 260 



erwahan sescorang atars drrya scndin bola a mepunya kcah/ran untuk itu 

Penwalian seseorang atas diri orang lain, bila orang itu perlu ditaruh di bawah 

perwahian 

3 Perwadian seseorang atas harta bendanya sendini bila ia mempunyat kecakap- 

an untuk tu 

4 Penwalian seseorang atars harta benda orang lain bila orang lain itu tdt 

mempunyair kecakapan untuk mergurus hara bendama 

Kewenangan yang dibenikan kepada wadi berdasarkan ketetapan huk.um 

tu adalah digantungkan kepada sesuatu hal Demikian pula orang yang dite­ 

tapk.an sebaga wahi haruslah orang yang mempunyai kecakapan bertindak 

hukur secara sendirinya, tidal bergantung oleh kekuasaan orang lain 

2. Syarat Menjadi Wat 

harus menihki sifat-stfat yang benikut yang diperkirakan dapat menjamin 

kesejahteraan na k h an  sanggup mendidik anal itu sehingga tumbuh menjadi 

orang dewasa yang bark Paling sedikit wahi harus memhiki empat syarat. yaitu 

Dewasa dan sehat akalnya syarat iri ditetapkan karena seorang yang belam 

dewsa mestinya belun sanggup mengurus kesejahteraan dirimva sendini_ i 

masth diurus oleh orang lain Jadi tentu saja ia belum sanggup menjadi wali 

dan uga kalau misalmya tidal sehat akalmva 

2 Dapat dipecaya terhadap kesepahteraan anal, sebahiknya apabila walt suk.a 

enyakiti anal atau suk.a memukul, tau membiark.an anal tu sakit tanpa 

diobati atau dipeniksakan ke dokter, maka wahi sermacam itu tidak pantas 

' 



untuk memagi [abatan karena perwalian itu dadak.an pustr untuk 

menjamin kesejahtercan anak di bawah perwalian 

3. Sanggup melaksanakan tugas-tgas yang dibebank.an kepadanya sebaga 

walt, sebahknya apabila wadi tidal samggup bekera, lemah fisik ova maka a 

dnlat tidak berhak 

4 Watt hatus sciman dan scagama dengan anal yang rampunya, m sa  lnya 

avahnya tidak beragama slam atau non mus him, maka tidal boleh menadi 

wal dani anal yang beragama Islam, karena berlainan agama tu ada 

pngaruhnya terhadap katan anal dan wahnya, dan 1uga dalam melaksa­ 

nakan tugas menjamin kesejahtcraan anak-anak, yang menjadi tupuan 

perwalian. Dan kalau anal itu ditetaplan berada di tangan wadi yang tidal 

seiman dan seagama dengan dia, maka dikhawatirkan anal itu akan 

terpengaruh dengan agama dan walina 

Dan syarat-syarat int ditetapk.an pada waktu permulaan menerima anal 

u, lenkian ga swarat-syarat harts tetap ala mtuh slam4utva selama 

perwahian itu. Jadi kalau suasana berubah, misalnya hilang dart salah satu syarat­ 

syarat ms naaka hak perwalian dicabut dari wahi yang bersangkutan karena dia 

dianggap tidak berhak lag Adapun syarat-syarat di atas imt dimilai sebagat 

pendapat yang p h g  huat dala Madab lanafi, vane chadkan patokan d 

dalam menetapk.an huk an-huk um engenat eluarga, selama tidal item#an 

peraturan dan perundang-umndangan yang lain, dan peraturar-peraturan int sudah 

berlaku sejak dahulu di Megr."I 

'ykariya Ahmad al-Barry, Hakaum Auk dala lsla, Blan #Autamng Jakarta, tth heal 109 



3, Mean-macam \Wadi dan Perwalign 

Dalam pembicaraan atau penulisan perkataan wali atau perwahian sering 

digunakan dalam konteks yang hampir bersamaan, namun perkataan wali lebih 

senng dipakat dalam arti sempit, yaitu wali perkawinan, ketimbang arti umum 

(menurut bahasa) Hal yang terakhir basanya memakai kata perwalian 

suatu deskripsi singk.at berikut ini dicoba untuk dipaparkan mengenat ream­ 

macam wali perwalian menurut beherapa seg pendapat dan peninyauan Dalam 

pennauan maca-macam perwahan, pnuhts akan membatast pada penfatan 

dani segr yang mengampu Urutan orang-orang yang berhak menjadi wali 

menurut Muhammad Swabini al-Khatib adalah avah, kalek. was.hi dart a ah 

kakek kerudian hakin ' 

U/lama Syafr'iyah menetapkan perwalian alas anak kcc! kepada 

ayahnya, kakeknva dan seterusnya e atas Seperti dalam wah mikah, kemudran 

was hi dart ayahnya, washi dart kakeknya dan baru setelah itu kepada hakim 

Ulama Syafr iyah tidak menetapkan wahi kepada selain yang disebut di atas 

Ulama Hanafiyah menetapk.an bahwa walt anak keeil adalah avahnva 

lalu washi dani ayahnya, lalu kakeknya, lalu washi dani kakeknnya lalu pada 

haksim." 

aahnya, hakim kemudian washi dari hakim. Menurut Llama Malikivah, 
. ' 

termasuk Ulama Hanabilah, seorang kakek tidak mempunyai atau memihiki 

4 

M Syarbimi al-Khatib, Mghl Mhta. Ju I. AM-Babil Halabi wa Aladuh. Meir,9$8, ha] 17 
"Muhammad Yusuf Musa An Narsah wa Atsah, Dr al M rifah, t th Lal 9% 

pd. heel 97 



kapastas untu menjad wah dari cucunya sama sekahi Selanjutmva me nurtut 

Hanabilah dan Malikiyah scorang kakek tidak sama kedudukannya dengan 

perwalian hanta' 

Berbeda dengan Asy-Syafii yang menetapkan seorang kakek dalam 

keduodukan seorang ayah bila tidal ada ayah. Oleh karena itu. kakel dapat 

harta 

Berdasarkan uraian diatas, terhihat bahwa pendapat ulama Hanfivah 

merupakan pendapat tengah antara ulama Syafr'iyah dan ulama Mahikivah 

Llama Hanafiyah menetapkan kakek sebagar wali setelah wash avah, tidal 

seperti Ulama Syafir'iyah yang mendahulukan kakek daripada washi avah dan 

Adak seperti Ulama Mahikiyah dan [ianabila yang Adak menempatkan kakek 

pada kedudukan sebagai wadi Jadi berada di tengah-tengah antara kedua 

pendapat tersebut Dan pendapat Hanafiyah inilah yang berlaku di Mesir 

Sedangkan menurut Kompilasi Hukum Islam, sebagammana diatu 

dalam pasal 107 (), yang sebaiknya menjadi wali adalah Walt sedapat­ 

dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah 

g4 Abu Zahroh, AbAlraho Syahoshah, Dru Fkti Arobi, Beirut.t.th hat $.44.645$ 
[hid hal $45 

/ad. 

t Abdurrahman. S H  MAH  Op cit. hal 139 
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Seterusnya bila anak kecil akan menjadi dewasa. akan tetapi terdapat 

wali yang telah ada semasa dewasa, sepert perwalian oleh avahnya 

kakeknya. atau washinya Demikian pula para ulama bersepakat. Berbeda 

dengan anck kecil yang tumbuh normal dan dewasanya bebas dani perwalian, 

akan tetapi menhiki terdapat sebab-sebab perwalian, maka menurut Llama 

Mabikiyah dan Hanabilah demikian juga menurut suatu pendapatr dalam 

pendapat yang lain itulah pendapat yang lebih rajah, warynya dikembaikan 

kepada siapa semula diserahkan sebelum dewasa 

Dari pendapat di atas dapat disimpulkan bahwa wali itu ada bermmacam­ 

macam sesuar dengan perealianmya. bla perwahiannya tu oleh orang tua, maka 

orang lain maka walinya boleh yang ditenjuk oleh pengacdilan 

Selanjutnya akan ditinjau perwalian dant segr terwali, kemaslahatan 

Vang hendal dicapat oleh perwahan dant seg orang yang memjadi wa 

macam yatu perwalian terhadap orang dan perwaian terhadap harta 

Huku Islam Perwalian mehputi perwaran terhadap di dan harta 

kekayaannya 

Dr Muhanod Yusuf Musa. op A n .  hal 9 
l Abdusaha. I Mil  /u et 



Merang sulit untuk membedakan mana perwahian terhadap orang 

dan mana perwalian terhadap harta bila terdapat perwalian mana 

mencakup perwalian terhadap orang uga perwalian terhadap hartunya. Na 

mun secara tzoritis dapat bila dibedakan antara kedua perwalian tersebut 

Yang menjadi ukuran dalat perwalian terhadap perorangan orang 

adalah unsur manusiany.a itu, artnya bahw.a karena sebagat manusta ta 

arena suatu sebab, membutuhkan orang lain untuk mengurust keperluan 

hidupnya Sebab-sebab itu antara lain dapat disebutkan, vakmi karena 

masih dalam kandungan, karena kanal-kanak. belum sempurna ak.alma 

atau karena tidak sempurna akalnya 

Telah dkemukakan di atas. bahw.a unsur pokok perwalian terhadap 

orang adalah unsu'manusia itu, maka tanpa memandang apakah orang itu 

punya harta atau tidak, bila terdapat sebab-sebab perwahian maka haruslah 

ditaruh di bawah perswalian. Maka boleh jadi perwalian terhadap orang ii 

bila terwahi mempunyai harta. bersama pula dengan perwalian terhadap 

hartanya. Jadi bukan hanya unsur manusianya saja, akan tetapir yang lebih 

penting ada ah karena hartanya yang perlu diperhatikan, sehingga ia 

drtaruh di bawah perwalian Maka dapat terjadi seorang dalam perwalian 

orang tuamya sedang harta kekayaannya berada dalam perwaian 

pengadilan karena disebabkan apabila orang tua tidak cakap menurut 

hukum, l.arena suatu sebab untuk mengurus harta anaknya, tetap a mash 

dapat mengasuh anaknya 



o 

Ditinjau dati seg kemasalahatan yang hendak dicapar dengan adanya 

prwahan tu maha perwalean dial sudkan adakalava untuk lemasla 

hatan terwali, dan adakalamya dmaksudk.an untuk kemasalahatan orang 

laen 

Treasuk dalam kategon perwahian untuk menjaga kemasalahatan 

dan hak orang lain adalah 

a Orne yang berhutang. sedang butangnya lebih baryak danit hartanya 

la dilarang memperedark.an hartanya guna menjaga hak vang 

berpiutang 

melebihi dant sepertga hartamya guna menjaga hak ahli warisnya 

e Orang yang menggadatkan dilarang membelanyakan barang yang 

d Murtad (orang yang kluar dant agama Islam) hlarang menaga 

kemaslahatan terwahr guna menjaga hak muslm 

Yang termasuk delam perwahian untuk menjaga kemaslahatan ter 

walt adalah perwahian terhadp 

a Anai kecil, hendaklah dijaga adak boleh membelanjakan hartanya 

sehingga meneapar berumur bahgh dan sudah panda berbelar ya 

b. Orang gila dilarang berbelanja tbertasarruf) sampan sembuh 

e. Orang yang menyia-nyiakan hartanya (pemboros) dilarang berbelanya 

sampa a sadar 

Sulaiman Rasyid, Feth blaa, Ath Thahiriyah Jakarta, edii 18, 18, h.al, 30 
pd al 302 



o 

AL-Mawardi sebagaimana dikutip oleh Muhammad Svarbini al 

Khatib, menambahk.an suatu fens perwahan yaitu suatu per watan untul 

enyaga dua kemaslahatan sekaligus, yatu kemaslahatan kepada dirt 

terwahi dan kemaslahatan kepada orang lain Termasuk dalam kategori 

perwalian ini adalah perwalian terhadap orang mukhotoh thamba sahava 

yang mengadakan perjanjan dengan 1apk.an untuk pembebasan dirinya) 

dan perewahian terhadap anak yang belum mencapai tamy 

l pitnjau dani segr orang yang mfaga  wahi, mala prwahan it ad 

kalanyva oieh orang tua sendiri, dalam hal ini orang tua yang memenuhi 

syarat untuk menjadi wahi dan adakalanya oleh orang lain Dani segt 

perwalian oleh pengadilan, maka Hakim adalah wahi bagr mercka yang 

dak mempunyai wah dani orang uanya Demik ian pula penguasa adalah 

wahi bagi orang yang tidal mempunyai wahi dart orang tua Termasuk 

dalam arti int adalah perwalian oleh wahi yang rtunjuk oleh pengadilan 

4. Mulai dan Berakhirnya erwadian Menrut Hulm slam 

Seorang anak lahis ke dunia ins, maka dengan serta merta ia 

membutuhkan orang lain yang afar memehiharanya, la juga membutuhkan 

orang lain yang akan menfaga daa memehiharanva serta mendidik dan 

mengaannya 

Anak yang di bawah pewalian yatu yang belum dew.asa dan belum 

melangsungkan pernikahan Dewasa di sini maksudmya cukup umur untuk 

berketurunan dan muncul tanda-tanda laki-laki dewasa pada putcra, mun«cul 

tanda-tanda wanita dewasa pada puteni nilah dewasa yang war, yang 
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bisanya belum ada sebelum anak putera berumur 12 (dua belas) tahun, dan 

anak puteri berumur 9 (sembilan) tahun. Kemudian kalau misalnya sudah 

melewati usia ini tetapi belum tampak gejala-gejala yang meriunjukkan 

bahwa ia sudah dew.asa, maka baik putera maupun puteri kedua-duanya 

ditunggu sampar aereka berumur I5 tahun. Menurut pendapat Abu Yusuf 

dan Muhammad lbnu Hasan adalah usia 18 tahun untuk putera, 17 tahun 

untuk puteni, Ketentuan ini diambil dani Hadits yang diriwayatkan oleh 

Abdullah lbn Umar katanya "Saya pada waktu itu berumur I4 tahun, lalu 

beliau tidak memperbolehkan saya ikut. Kemudian saya dihadapakan kepada 

beliau untuk ikut perang Khandaq, sedang saya pada waktu itu berumu 15 

tahan, maka beliau memperbolehkan saya ikut 

Jadi peristiwa Abdullah Ibnu Umar ini merupakan alasan bahwa 

hma belas adalah ukuran umur untuk dewasa, dan ukuran ini sama bagi 

laki-laki dan wanita. Laki-laki dianggap cukup kuat untuk turut berperang 

Arti dewasa juga diistilahkan dengan rasyad t 

mnaksudnya sanggup bertindak dengan baik dalam mengurus harta, dan 

menafkahkan harta itu sesuai dengan pikran yang waras, tindakan yang 

baksana dan menurut peraturant agama. Kalau anak tersebut sudah dewa 

sa dan cakap maka dengan sendirinya perwalian tersebut berakhir 

Sedangkan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara pasti memberikan 

batasan kapan perwalian tersebut berakhir. Batasan berakhirnya perwalian 

menurut KHI ini dapat dipahami dari bunyi pasal 107(1 

ukariyah Ahmad al-Barry, Hoke Analk-ana.k dalam lsla, Bulan Bintang, Jakarta, t.th, hal I5 



erwadian hanya terhadap anal yang belum mencapai umur 2L 

tahun dan atau belum pernah melangsungkan perk.awing 

Kata humya dalam pasal tersebut membatasi bahw.a perwalign 

akan berak hr apabila anal telah menapat unu I tahun atau belun 

mencapar umur 2I tahun tetapr telah melangsungkan perkawnan Selg 

pasal 107 (p tersebut, berakhimma perwalian terhadap terw.alt menurut 

KHl ju,a dapat hrpaham dant bunyt psal 1 4 ( f %  

Wahi berkewajiban menyerahkan seluruh harta orang yang berada 

umur I tahun atau telah lawn 

terwahi telah mencapar umur 4 tat n atau telah memikah 

B. W A L I M E N R I T  K UH .  FRD AT  \  

I. Pengertian Wadi dan Dasar Hukumnya 

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia bahwa wahi adalah "orang 

yang menurut hula um fagama, adat diserahi kewapban mengurus anal yat 

serta hartarva, sebelum anal itu dewasa 

Abdurrahmna. SIH AMit Op, hal 139 
1p heal 140 

"peoartemen Pendidk.an dan #cbuday.aan RI Aas ear Basha lndoneat, eds kedua, Bala 
Pustaka. Jakarta, 1994, hal 1H24 



benda atau kekayaan anal tersebut scbagaimana diatur oleh undang­ 

undang."Dani defimisi ini dapat diambil pengerian bahwa wali adatah 

orang yang dibeni wewenang oleh hukum atau uandang-undang melakukan 

pengawasan terhadap anak di bawah umur yang tidal berada di bawah 

kekusaan orang tuanya dan harta kekavaan anal tersebut 

edua pengertian di atas sedikit berbeda, namun pada intinya adalah 

sama. bahwa wahi adalah orang yang diberi wewenang oleh undan-undang 

untuk mengurus anak sang masth di bawah umur dan tidal berada di bawah 

kekuasaan orang tuanya, baik karena orang tuanya sudah meninggal atau 

karena sebab lain seperti karena orang Iuanya tidak cakap melakukan 

tindakan hukum, serta mengurus harta kekaaan anal tersebut 

atau kawin, berada di bgwah kekuasaan orang tua selama kedua orang tua itu 

tenikat dalam hubungan perkawnan, kekuasaan orang tua tu mulat berluAu 

sejak lahirnya anal atau sejal hani pertengahan dan berakhir pada waktu 

anal tu mencapar uta dewasa atau kawn pada waktu prkawrnan orang 

tuanya dihapuskan 

Setiap anal yang belum dewasa (belum bersia 2I tahun dan belum 

kawin dianggap tidak calap bertindak dalam lalu lintas hukum oleh 

Undang-undang Mereka ditentukan tidal dapat mengadakan persetujuan. 

persetuyuan, maka dani itu orang tamyalah yang wapih menvelenggarakan 

pf Ali Andi SH Hu l'arts, AHudu Aelargas. #hokum endue, Bina Alas. Jakarta 
I84, hal 156 
pet Subeki, SH /'okok-pool Hoa erdata, internursa Jakarta 1985, ha4 $ 



' ' 

anak yang belun cukup umur dan tidak dalarn kekuasaan orang tuana, 

memerlukan pemehiharaan dan bimbingan, karena ditunjuk wahi yaitu orang 

yang akan mem.'enggarakan keperluan-keperluan hidup si anak terse but 

2. Syarat Menjadi Wafi 

Bahwa yang akan menjadi wahi dapat ditunjuk oleh satu orang tua 

yang menjalankan kekuasaan orang tua sebelum ia meninggal dunia. dcngan 

syarat wasiat tau dengar lisan di hadapan dua orang saksi. Dianjurkan agar 

orang yang akan ditunjuk sebagair walt hendaknya berasal dani keluarga 

Swarat-swat untuk mensahr wah antae,a lain ditenk.a 

Dewasa dan sehat akalma Swarat ii ditetapkan karena sesorang yang 

belum dewasa semestimya belum sanggup menjadi wahi dan juga kalau 

suka menyakiti anal atau suka memukul (dengan pukulan yang keji) 

atau membark.en anal itu sakit tanpa diobati atau diperiksakan ke 

dokter, maka wadi semacam itu tidal pantas untuk memangku jabatan 

scbagat wat fKarena perwalian itu diadakan justu untuk menjain 

kesejahterasn anal yang berada di bawah perwalian 

3. Sanggup melaksanakan tugas-tugas yang dibebank.an kepaday 

sebagar wahi, sebalknya apabila ia tidak dapat bekerja, lemah fisikva 

maka ia dinilai tidak berhak' 

pee €sf kKunsl SH engntar Alo Hedon dam ata ok ldoea, Bala Pust.aka 
Jakarta, 1986 hl 2LT 

"pet De Lili Ras di, S H  /ludo Perla nan la ere erain, Remus Kosda karya Bandung 
th hal 144 



$, Mean-masa Ii alt dan Pers alias 

Sebagaim: a pengertian di atas bahwa perwalian adalah p.ngawas 

an terhadap anak di bawah umr yang tidal ada di bawah kekuasaan orang 

anya serta pngurusan harta kekayaannya anal tersebut scbagamana 

diatur oleh undang-undang Jadi bila anal-anal yang belum dew.asa yang 

tidak berada dr bawah kekuasaan orang tua berada di baw.ah perwahan 

Perwalian tersebut pada pokokmya ialah pengawasan terhadap kepentingan 

dini dar harta si anal agar dapat terurus serta terindumgi Hal ini dimak sud 

ken untuk kepastian hukum si anak. karena si anak dianggap tidal mampu 

bersikap bertindak sebagar subyel hukum yang hak dan kewapiban dalam 

pergaulan huk um dan pembekalan kepadanya hamya dapat terlak sana metalu 

walinya 

Mnurut KUH Perdata (BW), peowalian ada tiga jenis 

Perwalian menurut Lndang-undang 

Yaitu yang terdapat dalam pasal 345 UH Perdata (BW) sang berbuamyi 

ebagai berikut Jika salah satu dani kedua orang tua meninggal, maka 

perwalian terhadap anak-anal yang belum dewasa 

Demikian pula setiap perwalian pada umummya hama ada s@orang wali 

Say t tapi jika yang menjadi wahi itu ibu tersebut kawin lag, maka 

suamya yang baru menjadi kawan wal 

Perwalian dengan wastat atau testament 

Dalam pasal 355 BW ditentukan bahwa masing-masing orang (ua, yang 

melakukan keluasaan orang tua wahi bagi sorang anakmya atau lebih, 



% 

berhal nemgankal soram walt hast anal anal in plat pwrwah.an f 

setelah ia meninggal dunia demi hokum atau berakhir dengan ponetapan 

Hakm 

Peralian scmacam mi dapat dilakukan dengan surat wastat. ma.a oleh 

hakim ditetapkan seorang wah Sebagai contoh dalam pasal 06 13 

dikatakan bahwa jika sandainya kedua orang tua sudah diputuskan 

at perceraan mah.a dengan demkian tidal ada lag ck uasaan orang 

tua dan salah seorang dani orang tua harus ditetapkan sebagai walt 

Dengan demkan pika kedua orang fua semuamy.a drpeat dan kekuasa 

an orang tua, maka [Hakim harus menetapk.an seorang walt 

3 Perwahan Datt 

Yaitu apabila ada whi menurut undang-undang atau wahi dengan wasiat 

oleh Hakim ditetapkan sec rang wah (pasal 359% 

hika seandaimya sudah diputuskan suatu perceraan, maka dengan demiki 

an tiada lagi kekuasaan orang tua dan salah seorang dani orcg tua harus 

ditetapk.an scbagar wah hka kedua orang tua semua drpeat den kckua 

saan orang Ioa, maka Hakim juga hafurs memetapk.an scoran wadi 

menurut ketentuan dalam pasal 365 3 mnaka jika Hakim harus 

memutuskan seorang waii, maka ia dapat juga menetapkan sebagar v.ahi 

suatu perkumpulan yang berbadan hukum, suatu yayasan atau lembaga 

2 yang bertujuan memehihare anal-anal belum dew.asa 
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4. Mali dan B e ak h i r v a  l'erwalian 

Perwalian berasal dant kata wah mempuvas arts sane la 

selaku penggant orang tua yang menurut hukum diwanibkan mewakili 

anak yang belum dewasa ata belum akil-baliq dalam melakuk.an 

perbuatan hukum 

Daian Kitzb Undang-undang lukum Perdata, perwavan ini 

mem punya beberapa asas. pertama asas tak dapat dibagr-bag, kedua 

asas persetuyuan dani keluatga, etiga orang-orang yang dipanggl 

menyadi wchi atau yang diangkat menjadi vwali 

/as prtama mevcbutkan, bala hay ala sat waht hal tut 

dapat kita hihat di dalam pasa 331 UH Perdata yang menyebutkan 

perwahan mulai berlaku 

hika scorang wahi dianggap oleh Hakim dan pengangkatan 

dilakukan dalam kehadirannya hika pengangkatan tidak dalam 

kehadirannya, saat pengangkatan harus diberitahukan kepadam 

hika seorang wahi oleh salah satu dani kedua orang tua pada saat 

pengangkatan itu karena meninggalnya yang mengangat, memper 

oleh kekuatan untuk berlaku dari yang drangkat menyatakan 

esanggupannya menerima pengangkatan terse'but 

3. Jia scorang perempuan bersuami diangkat menyadi wahi, bail oleh 

lkim, maupun oleh salah satu dari kedua orang tuanya, pada saat a 

deagan bantuan atau dengan kuasa dari suaminya atau dengan kuasa 

dan Hakim, menyatakan kesanpgupan menenma pengangkatan tu 



permintaan atau kesanggupan sendii, diangkat menjadi walt pada 

5 Ji'a seorang men;adi wahi karena hukum, pada saat teradrnya 

penstwa yang mengkibatkan perwaliannva 

Dalam segala hal, bilamana suatu pemberitahuan tentang peng 

angkatan waht diatur oleh satu atau lain pasal Balai larta Peringgalan 

Pasal 3l b jika terhadap anak-anak belum dewasa yang ada di 

bawah perwalian diangkat sorang wahi lain atau karena hukum orang 

lain menjadr wwahi maka berakhirlah perwalian yang pertama pada saat 

perwalian yang kedua berlaku. kecuahi Hakim menentukan saat yang 

an 

ctga, orang-orang yang drpanggil menjadi walt atau drangkat 

menjadr wah ada 2 (daa 

erwalan oleh suan stni yang hdup paling lama tioglevende 

tua yang masih hidup terlama, sekedar ini tidak dibebask.an atau 

dipecat oleh orang tuanya Dalam pasal ini, tidak teidapat 

kekecualien baik suami-istri yang hidup dan berpisah karena 

Pot Subekti. SH dan Prof A Titrosudibi0 Anah dang-dog #lo erdata pradma 
Paramia Jakarta, 1 hal 



perceraan atau psah meja dan ranjang. fadi bilamana avah seteth 

hereerat atau memnggal damia, maka si ibu dengen sendiriya 

menpath wah atas anal-anal tersebut 

erwalian yang drtunjuk ol,eh bapal atau bu dengan suat woat 

hiatur dalam pasal 355 UH erdata yang menyebutkan, masing­ 

masing orang tua, yang melakukan kekuasaan orang tu, ata ,tu 

bag scorang anaknya atau lebih, berhak mengang#at scorang walt 

bag anal-anak itu hika sekiranya perwahian tu seelah 1 

memmggal dun;a den huk um ataupun karena penetapan flak in 

menurut aa t  terakhir pasat 3$3 k U l H  erdata tidal harts hlak uk.an 

oleh a fa yam an ata dean kata lain sag tu 1a 

masing yang mnenyadi wadi atau memegang kekuasaan orang tua 

berhak mengangkat wahi, kalau perwalian tersebut memang mash 

terbuka menurut hukm akan jath kepada orang tua yang lain atau 

oleh karena ada putusan Hakim akan jatuh kepada orang tua yang 

lain ma.a pengangkatan wali itu tidak diperbolehkae 

lerwaliar berakhir 

hka mereka yang belum dew.asa, setelah berada di bawah suatu 

perwahan dipalangkan kembali di bawah kekuasaan orang a. pad 

saat penetapan untuk keperluan itu hiberitahukan kc pada st walt 

hka anal-anal yang be/um dewaosa, setelah berada hr bawah suat p 

walian, dipulangkan kembali di bawah kekuasaan orang tua merrut 

pasal 206 b atau232 b, pada saat berlangsungnya perkawnan 



30 

3 hika anak-anal belum dewasa lalu kawn dan telah diaku memurut 

undang-undang, disahkan pada saat berlangsungnya perkawinan 

yang mergakibatkan absahnya anak-anak itu atau saat pemberan 

surat-urat pengesahan 

4. Jika dalam hal diatut dalam pasal 453, orang yang berada di bawah 

pengampuan, memperoleh kembali kekuasaan orang tuanya, pada 

saat pengampuan itu berakhir. 

Dalam asas tersebut di atas memihiki dua hal Pertarna. jika perwa 

hian itu dilakukan oleh ibu scbagar orang tua yang hdup paling lama maka 

kalau ta k e n  lat, aka s u a n y a  menahr walt seta walt pscrta tpasad 

351 KUH Perdata) apabila wadi ibu menyebutkan dini dalam perkawnan, 

maka suaminya, kecuahi ia telah dipecat dart perwadian itu dan selama antara 

suam stn tiada terpisahkan meja dan ranjang atau harta kekavaan 

Demi hukum menjadi kawan wahi, di samping strinya secara 

anggung menanggung bertanggung pawab sepenuhnya atars segala perbuatan 

yang dilakukan setelah perkawinan berlangsung Pertama st suami tadi ber­ 

ak hir, apabila a ipecat dani itu atau si ibu berhenti menadi wahi Kedua 

jika sampai ditunjuk pelaksanaan pengurus yang men@gurus barang-barang di 

luar Indonesia hal imi diatur Aatam pasal 361 KUH Perdatu 



BAB IL 

HASIL. PENELTAN DAN PEMBAHAS1 

A. HASIL. PENELITAN (Pengmpulan Data) 

I. Yang Menjadi lak dan Kewajiban \Wali Menurt Hulm st 

Dalam Hukum Islam, mcngatur pergaulan hidup manusia dan 

memberi- kan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewapban, agar 

etertiban h:dup masyarakat benar-benar dapat tercapar llak dan kewaban 

adalah dua sisi seke- ping uang logam Misalnya dalam penikatan jua] beti 

pihak pembeli berhak mene rima barang yang dibelinya. tctapi dalam waktu 

yang sama berkewaiiban juga menyerahkan harganya tuang. Hal adatah 

epeatingan yang ado pada perorang an atau masyarakat atau pada keduanva 

yang diakui oleh syara' Berhadapan dengan hak seseorang terhadap 

kewajiban orang lain untuk menghormatinva 

Hak dan kewaiban dalam akad-akad (perjanjan) yang dibuat oleh 

dua belah pihak sepert dalam akad jual belt, dapat dengan mudah diketa hut 

karena ditentukan oleh dua belah pihak Berbeda dengan akad sepihak 

seperti dalam perwalian imi, maka dalam satu pihak saja vaitu wal 

Maksvdnya apa yang memjadi hak terwali adalah menjadi kewapiban wati 

tetapi tidak mempunyai kewaiban suatu apapun yang harus ditunaikan oleh 

untuk menjadikan bak watt 

)I 



► 

1' 

Sebagaimana telah dikemukakan pembahasan terdahulu bahwa wahi itu 

adakalanya oleh ayah, wasli dani ayah, kakek, wash dant kakek dan Hakim 

Sudah barang tentu para wahi tersebut tidak memihiki kapastas yang sama dalam 

mentasyarutkan harta terwali. Apa yang dilakukan seorang ayah terhadap harta 

anaknya belum tentu boleh dilakukan oleh wahi lainnva 

Seorang ayah, menurut kesimpulan dari uraian Dr Yusuf Musa, boleh 

mentasyarufkan harta terwali sepert mentasyarutkan harta nihikmva sendit 

Dengan catatan bahwa apabila kemaslahatan itu tidak terpenuni, Lebih-lebih 

malah merugkan, maka tasyarufnya itu batal, berarti tidak boleh Oleh karena 

tu, s@orang ayah boleh menyual, menyewah.an dan membuat penikatan yang dapat 

mengembangkan harta anaknya, seperti menghibahkan harta terwahi kepada 

orang lain adalah merugkan terwalt 

Seorang wash ayah tidak mempunyai kewenangan menjual harta tetap 

(tanah) terwai sebagaimana scorang ayah la baru boleh menjual tanah misalrva 

bila terwahi rerpunyai hutang yang Adak mungkin dapat melunasinva keeu4, 

dengan menyual harta tetap. Jach was hi ayah baru boleh menjual harta tetap 

terwahi bila dalam kcadaan darurat saja seperts dalam contoh di atas. Demik ian 

Juga ia hanya boleh menial atau membeli sesuatu bila di dalamnya terdapat 

' 
,. 

kcbaikan bagr terwahi, tidal seperti ayah 

Sorang ayah, bila mempunyar dua orang terwahi, boleh melakukan fual 

beli kedua terwali Terwali yang satu adalah anakmya dan lainnya adalah orang 

was.hi ayah tidal bole h menjadikan dirinya sebagas orang yang diupah untuk 

terwahi"Misalrya ia mengeakan sawah terwahi dengan cara bag hast! atau 

dengan cara upah kerja, imi tidak boleh 

pd hal 98 

4 heal 106 

pd. hal 106-107 
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Seorang kakek menjadi wali dart cucunya apab»la kedua orang tuanya 

emggal dunia dan tidak menunjuk scorang washi, atau ayah tidak memihiki 

kecakapan untuk menjadi wahi Suatu pertanyaan yang patut mendapatkan 

Jawaban adalah apakah sorang kakek dapat mentasyarutkan harta cucunya sama 

dengan scorang ayah? [ni perlu diketengabkan sebab dalam wali nikah, s~orang 

kakek mempunyai kedudukan sama dengan ayah sebagai Wajib Mujbir. la 

berhak memaksa cucunya untuk dikawink.an, sama dengan haknya ayah 

Seorang kakek adalah orang yang paling banyak mencurahkan cinta ks 

terhadap terwali setelah ayahnya dan orang yang paling banyak memperhatikan 

penagaan terhadap cueunya setelah ditinggal mati ayahnya, dant segr ini maka 

kakek tersebut sebagai ayah dan menduduki kedudukan ayah sepeminggal 

ayahnya. Oleh karena itu, melekatlah segala hak yang dipunyai seorang ayah, 

demikian uga wewenang-wewenangnya dalam mentasyarutkan harta terwa;" 

Adapun didahulukan washi ayah merupakan orang yang dipilih oleh seorang 

ayah sebelum meninggal, maka haruslah didahulukan untuk menghormat 

kehendaknya Adapun washi dani kakek, maka ia sama dengan washi dari ayah" 

elanjutnya dapat dikemukakan bahwa semua tasyaruf para wahi itu 

adalah urtuk kemaslahatan terwahi belaka, bark kemaslahatan pribadinya maupun 

kemaslahatan hartanya, menarik sekali ungkapan pengarang "Fathul Mu'in 

dalam mengomentani kewenangan wahi. Beliau berkata" 

Jud, had 107 

pd 

"7%iouddin AI Malibary. Fath! AM 'at, Ju IL. Mustof Bbi Halaby, Mesir, 1346H hl 77 
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Artinya "Wali dalam mentasyarufkan hartanya terwali haruslah berdasar 
kemas la hatan dan ia harus menjaga harta terwali dari kerusakan." 

Maksud deri ungkapan tersebut adalah, bahwa wali itu di dalam mentasa 

rutkan hartanya terwali haruslah berdasarkan kemaslahatan dan ia harus menjaga 

harta terwali dari kerusakan. Dimaksud dengan wali adalah ayah dan wati 

lainnya, sedang dasar kemaslahatan itu menurut Ad-Dimyati, diambil dari 
firman Allah SWT yang artinya sebagai berikut 

Dan janganlah kamu mendekati harta anak yatim, kecuali dengan cara 
yang lebih baik (bermanfaat)" (QS. AL-Isa'_3j+ 

Artinya "Dan jika kamu menggauli mereka, maka mereka adalah saudaranu 
dan Allah mengetahui siapa yang berbuat kerusakan dari yang 
mengadakan perbaikan." (QS. AI-Baqarah. 220 

Dari ayat peraama dapat dipahami bahwa para wali harus menjaga harta 

anak yatim dari pentasyarufan yang tidak menguntungkan bagi terwali, sampai 

sampai Allah SWT melarang mendekati harta anak yatim jika mendekati itu 

Muhammad Sya 'tha Ad-Dimyathi, 'amath Thalibn, Ju IL, Mustof Ba.bit Halaby, Mesi:,t _ hal 72 
"peoaemen AgamaR I,0. Cit., al 429 
pd hal 53 
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Justru akan merugikan Sedang dari ayat yang kedua dapat dipahamkan bahwa 

bagammanapun wahi pengelola harta terwali pastilah ada kemungkinan 

tercampurnya harta terwali dengan hartanya. Oleh karena itu, harus dihihat dari 

kepentingan terwali bukan kepentingan wali, sehingga Allah SWT 

memperingatkan bahwa Dia Maha Mengetahui terhadap orang yang bermaksud 

merusak harta anak yatim dalam pengelolaannya maupun akan merugikan 

Hukum Islam mensyariatkan perwalian sebagai tugas kemanusiaan se 

hingga tidak memberikan hak upah dari tugas perwaliannya itu. Bahkan melarang 

para wali untuk ikut mendekati harta anak yatim dan mengancam bahwa harta 

anak yatim yang dimakan itu merupakan api neraka. Oleh karena itu, seorang 

wahi pada prinsipnya tidak boleh menggunakan harta terwali untuk kepentingan 

pribadinya. Al-Malbary 'erkata 

' ±  pl4.,','='o) 
_ zn\gas0lll, 

4$ ' a +  4  
du • • s ) _ A9  =  _ a . '  

Artinya "Wafi tidak boleh mengambil harta terwali bila wali itu kaya, baik 
kayanya itu karena menjadi wali atau tidak Kalau wahi itu miskin atau 
makin habis dagangannya karena Mengurusi terwali, maka wafi boleh 
mengambil harta terwali sekira cukup untuk terwali saja" 

Mak sud dari nukilan di atas adalah bahwa para wahi baik ayah atau wti 

yang lain tidak mengambil harta terwali bila si wali telah kaya. Baik ia dengan 

sebab perwalian itu pekerjaannya menjadi terganggu atau tidak. Apabila ia terma 

suk wali yang miskin dan dengan sebab perwaliannya itu menjadi terganggu atau 

bahkan putus pekerjaannya, maka ia boleh mengambil harta terwali sekedar 

ainuddin AM-Malibary. Op. Cit., had, hat. 73 
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nafkah terwhi saja, ia tetap tidak boleh mengambil harta terwali untuk dirinya 

Ungkapan Al-Mahibary itu kurang lebih diambil dari firman Allah SWT 

'» 0 , » >  Lr2_, 

d52'\» 
Artinya "Barangsic pa (di antara pemehihara itu) mampu, maka hendaklah ia 

menahan dini (dani memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa 
miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut." (OS 
An-Nisa'6)" 

Dani uraian di atas dapat disimpulkan bahwa wali berkewajban melin 

dung din dani harta terwahi Untuk melaksanakan kewapibannya itu, ia berhak 

mentasyarutkan harta terwali dengan maksud untuk menanik kemas la hatan 

terwali. Hukum Islam tidak membenikan hak materil yang dapat dinikmati oleh 

walt dengan scbab perwaliannya itu 

Perwalin lebih merupakan tugas sosial pahala dan berkah Allah SWT 

bila disertai hati yang tulus dan ik hlas, meskipun perwalian itu tidak memberikan 

hak materil bag wah, tetapi ia dapat dicabut status perwaliannya bila ternyat 

lalai akan tugas-tugasnya 

Kompilasi Hukum lslam (KHI) juga menjelaskan kewajiban-kewajiban 

wahi terhadap terwali dalam pasal 110 yang Intinya tidak jauh berbeda dengan 

pendapat para ulama qi atas. Adapun secara kewajiban-kewajiban wali menurut 

KHI adalah 

(I) Wali berkewajban mengurus dini dan harta orang yang berbeda di 
bawah perwaliannya dengan sebaik-baknya dan berkewajban 
membenikan bin- bingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya 
untuk masa depan orang yang berada di bawah perwahiannya 

pepartemen Agama RI Op. Ct., hal 115-116 



(2Wali dilarang mcngkatkan, membeban dan mengasing#an harta orang yang 
beracda di bawah perwaliannya, keuahi bila perbuatan terscbut menguntung 
kan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya atau merupakan suatu 
kenyataan yang tidak dapat dihindarkan 

(3) Degan tidak mengurang ketentuan yang hiatur dalam pasad 51 avat ( 
Undang-undang No. I tahun 1974, Pertanggungjawaban wali tersebut ayat (3) 
harus dibuktikan dengan pembukuan yang ditutup tiap tahun sekt; 

Dalam KHI pasal I H I  (1 wahi juga berkewajiban menverahkan seluruh 

harta orang yang berada di bawah perwaliannya, apabila terwahi telah mencapai 

usia 2I tahun atau telah kawin 

terdapat pada pasal I 1 2  \Wati dapat mempergunakan harta orang yang berada di 

bawah perwalianmya, sepanjang diperlukan untuk kepentingannya memutt 

epatutan atau bil ma ruf kalau wali itu fakir 

Sebagatmana pendapat para ulama di atas, hak wahi yang hiatur oleh 

ompilasi Hukum Islam ii juga bukan untuk kepentingan wahi, melaink.an untuk 

kepentingan terwali atau orang yang besada di bawah perwaliannya. Kecuali 

2. Yang Menjadi Hak dan Kewajiban Wati Menurut Hulm P e r t  

Dalann Hukum Perdata Buku Kedua tentang Kebendaan, seseorang yang 

mempunyai hak mi'ik atas sesuatu benda kepadanya dizikan untuk memikmuti 

hasil dari benda mihiknya itu encda tersebut dapat dijual, digadaikan atau 

diperbuat untuk apa saja asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang­ 

Abdurrahuman, S H AM H O Ci hl 139.1.40 



undangan lzin atau kekuasaan van hiberikan buk um it d i e t  LL . l  at,u 

wewenang. Jadi pemihik benda itu berhk untuk mengasingkan benda terset_ I 

Dalam definisi tentang huk um, sudah dimak lumi bahw.a hukum tu. slain 

memberikan kewajiban kepada manusia juga memberikan beberapa hak, hanya 

saja hukum membebankan kewapban kepada manusia, sebagai tugasnya yang 

pertama dan utama buken membenikan hal [Hal itu haru timbul setelah kea 

ban draksanakan 

Adapun tugas wahi tehadap pribadi anal menrut KUH erdata (/w 

pasal 383 dinyatakan, tiap wah harus menyelenggarkan pemehiharaan dan pend­ 

dikan anak serta perwalian di muka pengadilan, sebahknya anal mempunyai 
kewapiban harus hormat kcpada walimva 

Dari pasal tersebut maka jelaslah bahwa wali wajib memehihara dan met. 

didik anal yang berada di bawah perwahian selama sebagat watt belum be4A, 

Mengenai pengurusan harta kekayaan si anak dalam KUH Perdata (\, 
terdapat ketentuan-ketentuan scbagat benikut 

Pasal 33$ KUH Perdat (BW), mewajibk.an pada si wahi supaya dalanm 

eggang satu bulan setelah mulai perwaliannya, mengadukan tanggungan dalam 

hal mengurus barang-barang kepunyaan si anak. Tanggungan imi dapat beta 

pemberian hypotik atas tanah atau rumah mihikya si wadi atau berupa penun­ 

jukan seorang ketiga selaku penanggung (borg 

De €sTkKuns SH Pengatar llw Hoda dan Tata Hokum ladone sia, Bal Pustak. Jakarta 
98.8, hal 119 

pd le 102 



Kemudian pasal 386 AI'I  perdata juga ditentukan pula bata datan 

enggang IO hari setelah mulai beryalan perwaliannya si wahi harass mengada#an 

perncan tertits (inventarisasi) dari barag-barang kekayaan si nak dengan 

diketahut atau dihadii oleh wahi pengawas (teozien de voogd), yatu seorang 

' kuasa dari Balai Harta eninggalan ( l e e: k a m er 

Dari pasal-pasal di atas maka dapattah diambil suatu esimpulan, bahwa 

aturan-atutan tersebut merupak.an jaminan, agar hara kekayaan anal yang masth 

di bawah perwaliannya dapat pengurrsan yang bail Selanjutnva ditentukan pula 

cara-cara tertentu yakmi tentang hat-hat ,ang dapat dan tidal dapat difat, 

oleh wali mengenat baranu barang kepunyaan st anal 

anak, seperti pasal 89 13W gang mewapibkan i walt untuk, menjual semua 

perabot rumah tangga dan barang bergerak lainnya nilik si anak, yang tidal 

memberikan hasil dan jaga tidal menguntungkan saraa sekali, penjualan int has 

dilakukan di muka umum 

Kewajiban menjual tadi tidak berlaku jika perwahian it dilakukan oleh si 

mereka memandang lebih baik menyimpan barang-barang itu daripada menjual 

kemudian memberikan barang tu kepada si anal bila si anak sudah dewasa 

(pasal 390 8w)" 

Sedang yang tidak dapat dilakukan terhadap barang-barang atau menjual 

barang-barang tak bergerak yakni si wahi tidak boleh menggadaikan atau menjual 

pd, hlm 125 

pd. hlm 126 



barang-barang tak bergerak dan efekefek kepunvaan si anal keenali demean ij 

Pengadilan Negeri 

emudian pasal 395 4 4  erdata (BW) enentukan bala penjula 

barang-barang tak bergerak imi harus dilakukan di muka umum (dengan e 

lclang) dengan dihadiri oleh Balai Harta Peninggalan Hamya dalam keadaan luar 

biasa untuk kepentingan si anal maka Pengadilan Negeni dapat mengijinkan 

untuk penjualan di bawah tangan (pasal 396 BWy penikian pula pasal 400 

BW menetap'.a wali tidak bo!eh menyewa atau mengambil dalam hak ugh 

barang-barang si anal untuk kepentingan diri sendiri tanpa ijin Pengadilan 

Selanjutnya pnasal 04 KUH Perdata (BW) menetapkan pula, bahwa wal 

tidak boleh menerima warisan yang diperuntukkan kepada si anak, kecuali 

dengan hak istimewa akan pendaftaran harta peninggalan, ia tidak boleh menolak 

wanrsan tanpa ijin dani Pengadilan 

Kemudian dalam hal penerimaan hibah yang diperuntukkan si anak hags 

dengan ijin Pengadilan (pasal 402 KUH Perdata BW ljin ini untuk menghindart 

beban yang mungkin dnkatkan kepada suatu hibah 

Adapun soal gugat menggugat untuk si anak wahi harus minta ijn lebih 

dahulu dari Balai Peninggalan lHarta (pasal 403 KUH Perdata BW). Tetapi jika si 

anak digugat, lalu wali tanpa kuasa harta peninggalan tidal boleh meneria 

putusan (yang membenarkan gugatan) yang dijatuhkan oleh Pengadilan (pasal 

404 KUH Perdata Bw). 

pd Mm 128 

pNd hlm 130 



gat benikut 

Wahi (kecualt ayah dan bu yang melakukan perwalian) tiap tahun harts 

nyaan st anal pada waktu perwahan dial int emudan pasal 4 I I  U H  edata 

hasilan, 2% dart uamg yam hreluarkan dan ' das modal-modal an 

iterima oleh walt selaku pengurus Parang-barang tu 

Adapun pemberhentian dan atau pemecatan s@orang walt diatur dalam 

pasal 380.382 KUH Pertata (Bw) 

Pemecatan in bisa tradi bila 

wah berkelakuan bur 

Wahi tdak calap dan menyalahgunakan kckuasaannya, atau kewaptbannya 

terhadap si anal 

pd lien 114 

pd hlm 131 



p 

5 Dihukum pidana peniha! keiahatan-kejahatan yang termuat dalam t i t e b e t  

13, 14, 15, 18,19,an 20 dart buku II Kitab L/ndang-undang Hukum Pidana, 

dilakaukan terhadap si anak (kejahatan-kejahatan mengenat kedudukan 

scorang dalam lukum Pedata, tata susila, membiarkan orang yang mem­ 

butuhkan pertolongan. pencuhikan. pembunuhan dan penganiayaan 

6 Dihukum dengan hukuman penjara siama dua t a n  atau letih 

Dani beberapa uratan di atas. maka dapatlah diambil kesumpulan bahwa 

peraturan perwalian Voogd) dalam K A I  Perdata (1W) pala hakekatry 

mengatut pemehiharaan anak yang belum dewasa pada umumnya, jachi tidal 

peduht apakah ada tahi kekeluargaan antara si anal dengan si wahi atat d A  

maka sudah selavakmya peraturan itu sangat luas dan memuat herbagai jaminan 

onga sampai epentingan st anal ditgkn oleh si walt, trutama dalam hal i 

menguts barang-barang kepunyaan si anak 

Jadi dalam hal iri KUH Perdata (BW) mengatur berturut-turut tentang 

orang yang menjadi waif 

Perwalian dari bapak atau ibu 

seorang pun yang ditunjuk oleh si ibu atau bapal 

3 pealian yang diserahkan kepada suatu perk umpulan atau suatu vaaa 

4 Penuawasan, perwalian (toeien de voogd) yang diserahkan kepada Balat 

Harta eninggalan t w e e ~ a e r  



erdasark.an uraan-raan tenta kekasan oa ta la p w a h t ,  
'  '  

perwalian (pasal 330 aat 3 UH Per4ata ( W )  dan pasal 5 aat I%. dan 

kekuasaan tersebut mengenat dirt sit anal dan mengenar harta st anal 

3. Yang Menjudi Peesaman dan ebedaan Hal dan few.a jibran 

Menurut Hulm Islam dengan t 1! Pe+data 

kan di atas, maka bail di dalam uk urn Islam maupun Hokum Petdata 

terdapat persamaan dan perbedaan tentang hak dan kewaban wali. Benik.ut 

m penulis uraikan persamaan hak dan kewapiban wahi menrut Huk um Isla 

maupun Hukum Perdata 

belm sanggup menjadi wahi dan juga kalau misalnya tidal sehat akalnva 

Dapat dipercaya terhadap kesejahteraan anak, sebalikmya apabila walt 

ska menyakiti anal atau suka memukul (dengan pukulan yang keji), atau 

membiarkan anak itu sakit tanpa diobati atau dipenksakan ke dokter 

aka wahi semacam ttu Adak pantas untuk memangku Jabatan scbaga 

wah. Karena perwalian itu diadakan jastu untuk menjamin kcsejahteraan 

anal yang berada di bawah perwalian 



Sanggup melaksanakan tugas-1gas yang dibebankan kepadanya sebaga 

wah, sebahknya apabila a tidal dapat bekerya, lemah fisiknya maka ta 

dimila tidak behak 

diambilkan dari keluarga anak atau orang lain yang sudah dewasa 

berpikran schat, adid. jujur dan berkelakuan bak dan bila perwalian tu 

dari salah satu orang tuanya yang masih hidup antara lain avah ibunva 

atau dart orang lain yang sudah dewasa yang ditunjuk oleh Hakim, 

c. Hak dan kewapiban wahi iuga mempunyat persamaan-persamaanma 

antara lain scorang wahi berkewajiban mengurus dii dan harta dart 

orang yang berada di bawah prwahannya dengan scbak-baknva , 

memberikan bimbingan, pendihikan dan keramplan lain@a den, untuk 

masa depan orang yang berada di bwah perwaianmya Dan juga seorang 

wahi diharusk.an setiap tanun mnembuat laporan pertanggung-paw.aban 

dalam hal pengurusan harta kekavaan mihik orang yang di bawah 

perwalianna, yau berupa pembukuan sebaik mungkin, serta wal 

berkewajiban menverahkan seturuh harta kekayaan mmik orang yang 

berada di bawah rwaliannya apabila masa perwalianmva telah brat hr 

karena orang yang berada di bawah perwafiannya sudah berusia I tahun 

atau sudah melaksanakan permikahan 

d Mula dan berakhirnya perwalian, yaitu antara lain suatu perwalian 

hanya dilakukan terhadap orang yang belum dewarsa atau belum mencapar 

usia I tahun ataupun beum pernah memikah sedangkan berak h a  

perwaian dikarenakan orang yang berada di bawah perwaliannva sudah 



dewasa atau sudah berusia 2l tahun ataupun sudah melangsungkan 

perkawinan, maka walt berkewapiban untuk menyerahkan seluruh harta 

kekayaan milik orang yang berada di bawah perwaliannya 

dapun mengenai perbedaan yang timbul berkenaan dengan Hak dan 

ewajiban Wali men~rut Hukum Islam maupun menurut lukum Perdata 
dapat penulis jelaskan di bawah in 

a. Macam-macam wadi dan perwadian, perbedaannva jika menurut Huku 

slam, perwalian ada kalamya orang tuanya sendiri. sedangkan bast 
mereka yang tidak mempunyai wahi, maka perwalianmya dani pengadilan 

walinya adalain Hakim, sedangkan menurut Hukum Perdata, mengenai 

macam-macam wahi dan perwalian diuraikan secara ternei sett 

misalnya perwalian menarut Undang-undang adalah jika salah satu dari 

kedua orang tuanya reninggat dmia, maka menurut undang-umdang 

perwalian dilakukan oleh orang tua yang masih hidup sebagai wahi bagi 
anak-anaknya yang belum dewasa Peralian dengan wasiat adalah 

bahwa jika seandainva dart kedua orang tuanya sudah diputus era aka 

sudah tidal ada lagi kwekuasaan orang tua dan salah seorang dart orang 

uanya harus ditetapkan sebagat wahi, demikian pula jika kedua orang 

uanya dipecat dari kekuasaan orang tua maka Hakim harus menetapkan 

orang wah Perwaian Datif adalah apabila tidal ada walt nenurut 

undang-undang taupun wadi dengan wasiat, sedangkan kedua orang 

uanya sudah diputuskan perceraian atau dipecat dari kekuasaan orang 
ua, maka Hakim harues menetapk.an seorang walt 

b. Hak dan Kewajiban Wah, peroedaannya pika menurut Hukum 1st,o 

adalah Kewajiban seorang wahi mengurus dirt dan harta orang yang di 



ransaksi jual behi harta benda mmihik orang yang di bawah perwaliannya 

untuk kemaslahatn orang yang di bawah perwalianma tanpa ijin kepada 

mendapatkan upah, karena tugas yang diembannya merupakan tugas 

kemanusiaan. bahk an dilarang untuk wali mendekati harta benda 1tit 

arak yatim patu, tetapi pika menurut Hukum Perdata. seorang wahi boteh 

melakukan transaksi jual beli hanta benda milik orang yang di bawah 

perwahiannya untuk kemaslahatannya tetapir harus mendapat ijin dari 

Balai Harta Peninggalan Sedangkan seorang Wahi datam melaksanal an 

gas-tugas perwaanya menema upah 

B. PEMB\HASAN (Analisis Data) 

Dani hasil penehitian (pengumpulan data) sebagaimana penulis uratkan di 

muka, maka di dalam Hukum Perdata Barat atau BW mengenai perwahian telah 

diatur dalam Bab! bab 15 pasal 330-418a yang mana perwalian (voogdip adalah 

pengawasan terhadap anak di bawah kekuasaan orang tua serta pengurusan benda 

atau kekayaan anak tersebut seoagaimana diatur oleh undang-undang, sedang 

dalam Islam perwahian terhadap diri seorang anak dilaksanakan untuk menjaga 

kesejyahteraan anal itu sendiri, untuk mengawasi hal-had yang berhubungan 

dengan dirinya, dan segala macam kesejahteraan yang belum dapat diperolehnya 

sendiri Perwalian ini ditugaskan kepada mereka yang diperkirakan ingin menm 

bahagiakan sr ark itu 

" k a t i a  Ahmad Al Bar_Hokum Auk aoak dalam Ala, Tereemahan, Dra Chuadiah Nasution 
Bulan bintang. Jakarta tt  ha 10 



bahas adalah khusus anak kecil atau anal yang belum dewasa, maka tujuannya 

ialah untuk me·jaga kemaslahatan diri anal dan harta bendamva serta kens 
la hatan orang lain 

Perwalian terhadap anak dari sejak dilahirkan dalam Hukum Islam dapat 
dibagi atas tiga bagian 

Perwalian terhadap urusan mnengasuhnya atau masa hadhanah 

' 
3 

Perahan terhdap di anal setelah masa pengasuhan 
,- Perwalian terhadap harta bendamva 

Bahswa mengasuh anail artimva memehihara dengan cata menvele,, 

rakan sesuatu yang mendatangkan kemaslahatan anal serta menjaga hal-hal yang 

membahayakan kehidupan anal, melatih dan mendidiknya serta memehihgr 

pertumbuhan jiwa dan akalrya yang dimulai dani periode umurnya yang pertama 

sampai ia dapat berdini send 

Oleh karena itu mengasuh anal hukumnya wajib, sebalb apab»la menu 

abaikannva akan menyeret anal itu kepuda bahya kebinasaan. Adapun per. 

hian terhadap anak masa asuhan ini akan penulis bagi menjadi boberapa bagian 

Orang yang lebih berhak mengasuh anal 

Para ahli fiah yang dikutip dalam bukumya Kamal Muchtar sepakat, 

bahwa orang yang paling bark terhalap pengasuhan anal adalah apabila 

dilaksanakan oleh ibu dan ayahnya yang masih ternikat dengan tali perk.a­ 

ukaaria Ahmad Al Barry. Op Cat ha 107 
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wnan Sebab ibu dan ayah iasaya lebih bertanggung awah danipala orang 
. ., lain dalam mengawast dan membimbingnya e arah yang bermantaat 

emudian bila ibu kandung si anak tidak ada atau tidak mampu 

untuk melikukan pengasuhan, maka diganti oleh orang-orang yang urutan 
ya scbagar benikut 

a Nenek dari ibu dan seterusnya ke atas secara vertikal 

b Nenek dani ayah (iburya avah) dan seterusnya ke atas secara vertikal 

Jahr jelaslah bahwa hak pengasuhan imi didahulukan kepada orang­ 

orang perempuan yang mempunyai hubungan mahram dengan ana_ 

perempuan didahulukan karena kaum ibu (kaum wanita mempunyqi sifat 

lemah lembut, halu perasaannya dan sabar terhadap anal asuhnva 

bu atau pengganunya yang dimyatakan lebih berhak mengasuh anak 

tu harus memenuhi syarat-syarat scbagar benikut 

a. Sudah dewasa 

b. Sehat akat dan badanm 

c Mampu menjaga dan mendidik se:ta melindungi anal 

d Dapat dipercaya dan berakhlaa mulia, 

e Beragama Islam 

f Belurm kawin dengan laki-laki lain 

g Merdeka 

De H Kamal Muchtar, Asar-sass hokum bsla tenag Perla@roan. Bula Bintang. Jal 
1974, hal 140 
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3. Biaya Mengasuh Anak 

Upah pengasuhan sama dengan upah penyusunan. Apabila bu yang 

masih berstatus istr; dari suaminya atau dalam menjalani iddah karena 

ditolak oleh bapak si anak, maka ia tidak berhak menerima upah, sebab ibu 

dalam ha' ini mes:h tetap berhak menerima natkah dari ayah si anal 
Firman Allah SWT 

u'»)'0»_±=50!';29)', 
<·»25-»,»J+La) 
Artinya Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun 

penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurakan penyusunan. Dan 
ewajban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu 
dengan cara yang ma'ruf "(A1Baqarah 233)" 

Dari ayat di atas jelaslah, bahwa ibu tidak berhak mendapatkan upah 

selama ia masih menjadi istri atau sedang dalam idah. Tetapi apabila ibu gt 

anak diceraikan dengan talak tiga dan idahnya sudah habis maka ia berhak 

menenma, meminta upah terhadap ayah si anak, karena ia tidak lagi 

menerima nafkah, upahnya itu wajib diberikan baik diminta ataupun tidak 
Firman Allah SWT 

Le='ale»J2),y 3/, 
> 50,=\03l,8») l 

Artinya "Dan jika mereka (istri-istri yang sudah di thalaq) itu sedang hamil, 
maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, 
maka berikanlah mereka upahnya.:(Q.S. At-Thal 6 

Ayat diatas menunyukkan bahwa ongkos biaya asuhan itu tetap 

menjadi kewajiban ayah, baru merupakan persoalan jika terjadi perceraian 

pad. hal. $7 

pd. hal 146 
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antara ibu dan ayah kemuian karena suatu hal ibu tidal mau melak sanakan 

Dari uraian di atas dapatlah drambil kesimpulan bahwa biaya meng­ 

asuh anak, apapun bentukmya apabila memang benar-benar diperlukan 

adalah menjadi tanggungan ayah sesuai dengan Bemampuanya yarg ada 

bila ayah ida mampu maka drgantrkan oleh kaum keluarga yang wjib 

membent natkah ank tu 

4. Berakhirmya Masa Pengasuhan 

Adapun berakhirna masa pengasuhan terhadap anal keeil bail 

dalam Al-Qur'an maupun hadits tidak menerangkan dengan tegas tentang 

masa pengastuhan anya para ahli fiah menetapkan berdasarkan sarat­ 

syarat yang ada pada anal, it 

Menurut Madzab Hanafi yang dikutip oleh Abu Zahroh bahw.a 

pengasuhan anak laki-laki berakhir pada saat anak itu tidak lagi memerlukan 

penagaan dan telah dapat mengurus keperluany sehari-hari, seperti ma 

k.an, mum, memaka pakatanmya send, sedang arsa pengasuhan tu 

wanita beak hir apabila telah bahigh atau telah datang haid prtamanya 

Sedang menurut pendapat pengkut llanafi dalam bukumva Zakar 

Ahmed Al-Barry mengatakan, "Umur tujuh tahun bagi anak laki-lakit dan 

sebelas tahun bag perempuan 

Menurut Madrab Safi'i dan Hambahi berpendapat balwa mas.a 

pengasuhan tu berakhir untuk anal laki-laki ataupun perempuan bila tam4 

zakaria Ahmad Al-Barry. O C t.  hal 6 
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yatu berumur tujuh ta.hun, setelah umur itu lalu diberi hak untuk memihih 

apakah ia tetap tinggal bersama ibunya atau pindah kepada ayahnya." 

Dengan sabda Rasulullah SAW 

iy JU4'54_uk¢Mei 
-  ' 2 , ' io  

Artmnya Anak ditetapkan antara bapak dan ibunya (anak yang udah 
numayyis) Rosulullah SAW bersabda: ini ibumu dan ini bapakmu 
(pilih diantara keduanya) 

Dari uraian tentang beberapa pendapat di atas dapatlah diambil 

kesimpulan, bahwa pemehiharaan anak berakhir pada masa anak itu tidak lag 

membutuhk.an orang lain yaitu ketika anak itu mencapat numayyis atau berurur 

tujuh tahun bagi laki-laki dan sembilan tatun bagi anak perempuan. Tetapi 

apabila pada usia tersebut anal masih memerlukan sekahi pengasuhan, hingga 

akan membahayakan bagr si kecil bila pada umur tersebut diserahkan kepada 

orang lain bukan kepada kaum wanita, maka masa pengasuhan itu diperpanjang 

sampar anak laki-laki berumur semblan tahun dan scbelas tahun bagi anak 

perempuan 

Bila anak laki-laki atau perempuan telah tamyis dan habis masa hadha 

nahnya sepakat untuk menempatkan dia pada salah seorang dari mereka berdua, 

maka persepakatan demikian sah hukurns 

Bila terjadi perselisihan antara ayah dan ibu dalam masalah anak, maka anak 

diberikan hak untuk memilih apakah ikut ayahnya atau ibunya (hadha 

tu'amal Hamid, Perkarwnan da Persoalaya bagaimana Pemecahayea Dalam slam, Bina 
llmu, Surabaya, 1980, hal 162 
suyid Sabiq. Op. Cit., heal. 177 



Adapun orang yang berhak mengadakan pengawassan terhadap hit anal 

setelah masa pengashen yang pertama adalah ayahyva, bla ayah tidal mapu 

maka yang berhak menjadi wahi anal adalah orang yang mempumyai hubungan 

darah dengan si anal yakmi kerabat yang didasarkan kepada asobah dengan 

r utan-ur utan sebaga bent ut 

i Saudara sekandung 

4 audara Seavah dan seibu 

Paman 

Di dalam KUH Perdata ditentukan orang ang sama sekahi tidal bolch 

menjadi wali yang mana terdapat alam pasad 379 K U/ H I  Perdata tBWantara lain 

Mercka yang sakit mngatan, 

2 Orang yang belum dewasa 

3. Ora.g yang ala di bawah pengampunan 

4. Mereka yang telah dipecat haknya sebagar orang tu 

5. Pejabat-pejabat pengadilan 

6. Para artggota pimpinan Balai Harta Peninggalan eskamer 

Sedang menurut Hukum Islam, syarat-syarat menjahr wah terhadap dirt 

kesejahteraan anak dan sanggup mendidik anal ttu sehingga kclak menjadi anak 

soleh 



Menurut /akapa Ahmad AM-Jar. dalam bu uya hukmn anal -anal 

2 Dapat dipercaya terhadap kesejalteraan an4 

Anak yatum piatu dan anal --anal yang belum cukup umur dan tidal dalam 

kekuasaan orang tua memerlukan pemehiharaan dan bimbingan, #arena itu hare 

ditunjuk wali, yaitu orang atau perkumpulan yang akan enelenggarakau 

eperluan-leperlan hidup anal -anak tersebut 

menurut pasal 383 KUH Perdata, terdiri dani perawatan dan pendidikan anal itu 

dan juga perwakilan di muka pengadilan, demikian sebahiknya anak-anak yans 

telah dewasa wanib memehihara orang tuanya dan kelua gama 

tak puas terhadap kelakuan si anak belum dewasa maka ia berhak untuk mene 

, rahkan anak belum dewasa tersebut kepada lembaga negara 

Dalam Hukum [lam mengatut pergaulan hidup manusia dan membe 

rikan ketentuan-ketentuan tentang hak dan kewajiban agar hetertiban hidup 

masyarakat benar-benar dapat tercapa Hal dan kewapban adalah dua sis 

sckeping mata uang logam. Misalnya dalam perikatan jual beli, pihal 

pee pr Subekt, S H dan R Titre sodibio a dang-undang Hokum Perla, Prate 
Paramita, Jakarta, 1992, Al 120 



sama berkewaniban juga menyerahkan uangnya. Hak adalah kepentingan yang 

ada pada perorangan ztau masyarakat atau pada keduanya yang diakut oleh 

yara 

Hak dan kewajiban dalam akad-akad peryanian yang dibuat oleh dua 

belah pihak sepert dalam akad jual behi, dapat dengan mudah diketahu 

karena ditentukan oleh dua belah pihak Berbeda dengan akad sepihak, seper 

ti perwalian imi, maka ditentukan oleh satu pihak saja yaitu wadi Mak sudnya 

apa yang menyadi hak terwait adalah kewantban wahi, tetapr tidal mempuny at 

kewapiban suatu apapun yang harus drtunakan untuk menjadrkan hal wal 

A-Qur an lebih mementingkan kewapban danipada hal eway1ban 

manusta tu, kalau manusra tu tidal mengcrgakan kewapbanna 

dan lebih menitik beratkan kepada suatu pertolongan yang tidal mengharap­ 

kan suatu balasan apalagr dalam hal imi menolong anal yatim piatu paha­ 

Mengenat kewaptbar wahi terhadap harta anal dalam Huk um Perdata Barat 

saannya, dengan melalu mnembuat daftar pada waktu memulat jabatannya dan 

mencatat semua perubaban-perubahan harta benda anal itu Kemudian wal 

bertanggung jawab terhadap harta benda si anal yang berada di bawah perwalian 

"/ pe  H  Abdurrout  $  4  4/¢r an dan Al ludo. Bula Birt.g. Jakarta.T th heal IO2 
pd heal 103 
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serta kerugian yang ditimbulkan karena kesalahan dan kelalaiannya. Hal inipun 

apabila dihihat dart segi Hukum [slam maka tidaklah bertentangan, sebab pada 

pokoknya Hukum [slam pun bahwa wali wajib mengurus dan bertanggung jawab 

terhadap harta anak yang berada di bawah kekuasaannya. Sebagaimana firman 

Artinya "Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 
sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang 
dijadikan, Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan 
pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata 
yang baik." (An-Nisa': Sy 

Ayat di atas menunjukkan adanya larangan menyerahkan harta kepada 

orang yang tidak semestinya menerima karena tidak memenuhi persyaratan 

discbabkan kefasihannya. Oleh karena itu untuk menyelamatkan herta si anak 

maka wahinyalah yang mengurusnya 

Kemaslahatan harta itu akan diperoleh apabila diatur dan dikendahtkan 

oleh orang yang panda me nggunak.an, pandai menyubur kan dan tidak melampau 

batas kemaslahata. Orang yang mempunyai hak dan kewajiban untuk mengatur 

harta itu adalah waii yang mengampu anak kecil yang berada di bawah perwalian, 

ma.ka walinyalah yang melaksonakan segala urusan 

Menurut Hukum Perdata orang yang berhak melakukan perwalian 

terhadap narta anak yang belum dewasa adalah 
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Perwahian dani bapal atau 1bu 

2 Perwalian dart orang yang drtunjuk Pengadilan Negen yartu apabila tidal ada 

seorangpun yang drtunuk oleh bapal dan bu 

3 Perwahan yang die ahkan kepada suatu perk umpulan atau suatu yayasat 

4 Pengwasan perwalian yang diseahkan kepada Balai llarta Peninggalan 

edang menurut Hulk um lslam, orang yang berhal melakukan perwatan 

terhadap hara anal adalah berbeda dengan urutan perwahan mas»a pengas u ha 

dan masa setelah pemga.than Dalam masa pngauhan endahuluk an ibu, dalam 

masa seteiah pengasuhan mendahulukan ayah, kemudian kakek dan setersmya 

sedang dala harta mendahulukan ayah lemudtan yang hrbent wastat dan 

seterust»a 

Mengena pengursan harta kekayaan anal dalam Hulum Perdata 

mengaturnya dalam pasal 335 (BW) yang mana mewapibkan pada si wah supaa 

dalam tenggang satu bulan setelah muli perwahiannya, mengaduk n tanggungan 

dalam hal mengurus barang-barang kepunyaan si anal emudean pasal 36KUH 

Perdata ditentukan pula, hahwa dalam terggang I9 hant setelah mulas bergalen 

perwalianma si wahi hanus mengadakan princsan tertuhis dant barang-barang 

kekayaan si anak dengan diketahui atau dihadiri oleh Wahi Pengawas yart 

seorang kuasa dani Balai Harta Peninggalan 

Sedang menurut Hukum Islam bahwa agar harta si anal dengan harta si 

wahi tidal bercampur maka wah harus melakukan inventarisasi terhadap harta si 

anal yakni dengan melakukan pencatata dan mengadakan perhtungan manakala 

harta anal itu dikembangkan atau drpermiagal.an Firman Allah $WT 
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Artinya "Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah baligh) harta 
nereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan 
kamu makan harta mereka bersama hartamu, sesungguhnya tindakan­ 
undakan (menukar dan memakan) itu, adalah dosas yang besar." (An. 
Nisa' 2 

Ayat tersebut secara tersirat memberikan pengertian bahwa wali dilarang 

mengadakan penukaran dan memakan harta mereka bersama-sama dengan harta 

0ya, sudah barang tentu hal ini tidak bisa dilakukan oleh wali manakala wali itu 

tidak mengetahui perbedaan harta milik pribadinya dengan harta miliki si anak 

Pencatatan ini menjadi wajib hukumnya apabila hanya dengan cara inilah wti 

dapat menghindarkan dari pencampuradukan atau penukaran hartanya dengan 
harta si anal 8 

Wati tidak boleh menyia-nyakan harta si anak yang berada di bawah 

perwaliannya, bila wali menyia-nyiakan kemudian harta si anak itu musnah, maka 

wali wajib memberi nafkah dan mencukupi kebutuhan si anak dengan memakai 

harta wali sendiri. Firman Allah SWT 

4=06,",3, 
Artinya: Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum 

sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu)." (An. 
Nisa-5 

peontemen Agama Repubiik Indonesia, Op. Cit., hal. 114 
p%¢ pe Hasbi Ash Shidiqy, Tafsie AI-Our 'annul Mas.id "An-Nuer", u 4, Bulan Bintang, Jakarta, 
1969,hal 185 

"pep.aetemen Agama Republik ladonesia, Op. Ci., al. 115 
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Ayat di atas memaka lafa "wwalakumt padahal harta itu mihik neat 

yatim, hal imi bertujuan untuk memberi isyarat bahwa para walt wajib memehihara 

harta st anal. karena apabila harta tu musnah tentulah natkah anal itu dwabk.an 

Mengenat pemberhentian atau pnccatan scorang wahi hi dalam KLIL 

Perdata diatur dalam pasal 380.38 B3\W yang mana pemecatan bisa teradi apabila 

wal pqht dar whi pernah dihk um dengan hukuman penara selama dua tahun 

atau lebih, kemuhan pernah dihuk um pdana penthal kefahatan yang truat 

dalam title 13, 14, 1$, 18, 19, 4an 20 dani buku II Kitab Lndang-undang Huk um 

memenuhi kewajiban membavar zakat untuk si anak, memgganti barang orang lain 

kesalahan seperts tidal jujur dn tidal dapat memehihara amanat yang hibenikan 

akaria Ahmad AL.Barry dalaan buk anya menyatak.an, bahwa hak perwa 

ian akan dicabu apabila 

atau memperkosa, atau melakukan kesalahan yang menfurs kepada 

pelacuran, yang dilak ukan kepada anal yang sedan dalam perwalianna 



I 

I 

Wal denakan hukuman karena pelanggaran yang dilakukannya kepada 

tubuh anal yang hi bawah perwaltannya, seperti memull sampan Iuka 

3 Wahi dikenakan hukuman Karena melakukan tndak pwdana yang menyurus 

Dmulaimya perwalian menurut Huk um Islam dielaskan di dalam 

ompilasi Huk um [slam (KHI pasal 107 amg berisi 

t )  Perwahan hamya terhadap anal yang belum melampa umur I tabun da 

atau belum pernah melangsungkan perkawinan 

t) Mealian meliputi perwahian terhadap dint dan harta kekayaannya 

adamya indikast yang sama untak dmulat diadakannya perwahian 

berumur I tabun atau telah nlangsungkan pekah,an yan dipadang anal 

apabtla anal yang di bawah perwahannya telah menapar umur 2l tahut ata 

telah kawin Karena umur I tahun atau telah kawin dianggap telah dapat hdup 

Ablurrrhn. owler Ahler ls.la heat. hart Merk lressndo, 1 0al 

139 
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mandiri Menurut bahasa Al-Qur'an sebenarnya tidak ada penugasan secara 

definitive tentang batas usia. Hanya ayat Al-Qur'an (An-Nisa' 4 6) menegaskan 

agar sebelum harta bendanya diserahkan, anak tersebut diuji kecakapannya, 

pembatasan usia 2 tahun atau telah kawin tersebut ditentukan berdasarkan 

pertimbangan kemaslo hatan dan kemandirian anak. ni dapat dianalogikan dengan 

Janda, apabila berkeinginan untuk kawin, ia dapat melakukannya tanpa persetu 

yuan walinya, karena ia telah lebih berhak atas dirinya. Sabda Nabi 

,»>\ z » > ' ,J ; » o ! e  
(\!'·»N;Seu»u>'E 5609,\2»i 

Artinya. "Diriwayatan dani Ibn Abbas r.a, bahwasanya Nabi SAW Bersabda 
Janda lebih berhak atas dirinya daripada walinya, dan gadis diminta 
znnya, dan isinya adalah diamnya" (HR. Muslim) 

Secara retodologis, penentuan batas usia 2I tahun atau telah kawin 

didasarkan pada metode istilah atau maslahat mursalah, yaitu kebakan anak 

yang bersangkutan yang hakikatnya sejalan dengan maksud syari'ah dalam men 

ciptakan hukum Kendatipun demikian, apabila dalam kenyataannya usia 2l 

ta hun, anak tersebut belum menunjukkan kecakapannya maka perwalian dapat 

diteruskan, demi kepentingan anak. Maka dalam hal ini, pesan ayat wabtahu al­ 

vatama atau mengun kecakapan anak tersebut, perlu dipertimbangkan sebelum 

mengembalikan harta kekayaannya 

Kemudian mengerai orang yang ditunjuk untuk menjadi wali dijelaskan di 

dalam pasal 5l ayat 2 KHI yakni 

Muslim, Sahuh Muslim ju I, Darul Ihya Kutub al-Arabiyyah, Mesit, tth. $94 
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Wali dapat ditunjuk oleh salah satu orang tua yang menjalankan kekuasaan 

orang tua sebelum meninggal, denga.n surat wasiat atau dengan lisan di 
hadapan dua orang saksi 

2 Wal sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain 

yang sudah dewasa berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik 

Memperhihatkan bunyi pasal 50 dan SI KHI tersebut, yang perlu 

diperhatikan adalah meskipun penunjukan melalui surat wasiat atau lisan sifatnya 

pilihan tidak bersifat imperatif, hendaklah dilakukan dengan cara yang dapat 

mempunyai kekuatan hukum atau akta otentik. Hal ini dimaksudkan agar tidak 

terjadi hal- hal yang merugikan kepentingan anak. 

Dalam KHI pasai 5l ayat (2) dianjurkan agar penunjukan wali diambil dari 

keluarga anak tersebut, atau orang lain yang berkelakuan baik, didasarkan kepada 

sabda Rasulullah SAW riwayat dari a- Barra'ibn Azib yang mengutamakan 
keluarga perempuan 

2l'>,w)'6zdd- cu 
l'u; 

Artimya "Sesungguhnya Nabi saw memutuskan (wali) bagi anak perempuan 
Hamzah kepada Saudara perempuan bu (khalah )nya, dan beliau 
bersabda Saudara perempuan ibu (menempati) kedudukan ibu" (HR 
a-Bukhari) 

Artinya "Rasulullah bersabda Bagi anak perempuan (jariyah) perwaliannya 
pada saudara perempuan ibunya, karena ia adalah orang tua perempuan 
(walidahnya)" (HR. Ahmad dari Ali r.a) 

A San 'ani Saubul at-Salam, Ju, Dar a-lhya' al 'Tur al-Arabi, Kair0, 1960, h} 229 



ekayaan si anal -anal tersebut Hal imi terdapat pada BW pasal l 

' 

bapak atau ibu yang memangku kckuasaan orang tua atau menyadi wahi, berhak 

Sedang pembagran menurut w terdapat pada pas,al 4 H I  yang m e ­  

butkan bahwa si wahi dapat memperhitungk.an upah guna mengurus batang-barang 

epunyaan st anal aitu 3. 100 dani penghasilan, 2 100 dart uang dikcluark.an dan 

t 2 %  dari modal-modal yang ierima oleh wali selaku pengurus barang-barang 

siaan, schingga tidak membenikan upah dari tugas perwaiannya itu Bahkan 

melafang para walt atuk tkut mendekati harta anal -anal, yatum dan mengans at 

bahwa harta aral vatim yang dimakan tu merupakan apr neraka Oleh karena tu 

seorang waht pada prinsipnya tidal boleh menggunakan harta terwahi untuk kepen 

tingan pribadi 

Menurut pendapat al-Malibarry bahwa para wahi baik ayah atau wahi yang 

tu pekerjaanya meniadi tereanggu atau tidal Apabila ia termasulk wahi yang 

miskin dan dengan sebab perwaliannya itu menjadi terganggu atau bahkan putus 

pot R Subeki.Sit daa Titrosudio. O cit had 72 
pd hall 129 
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pekeraannya, maka ia boleh mengambi harta terwahi sekedar natkah terwahi saja, 

ia tetap tidak boleh mengambil harta terwali untuk dirina " 

Ungkapan al-Mahibarry itu kurang lebih diambil dari firman Allah SWT 

Yaitu 

g> o C:  l  Lu, 
<35,a2,%'LL» 

Artinya "Barangsiapa (di antara pemehihara itu) mampu, maka hendaklah ia 

menahan dni (dan memakan harta anak yatim itu) dan barang siapa 
miskin, makt bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut" (Q.S 
An-Nisa' 6) 

Dani uraan d atas dapat disimpulkan bahwa wali berkewajiban melin­ 

dung harta terwali. untuk melaksanakan kewajibannya itu ia berhak mentasya­ 

rutkan harta terwali dengan maskud untuk menanik kemaslahatan terwali Huk um 

Islam membenkan hak matenil yang dapat dinikmati oleh wali dengan sebab 

perwahannya tu 

Perwalian lebih merupakan tugas sosial, pahala dan berkah Allah bila 

disertai dengan hati yang tulus aan ikhlas, meskipun perwalian itu tidak 

memberikan hak meteril bagi wahi, tetapi ia dapat dicabut status perwaliannya 

bila ternyata lalat ak.an tugas-ugasnya 

" unuddin al-Malibarry, Fahd Me 'int, Ju ll Mustafa Babi Halaby, Mesir, 1346 H, hal 7J 
pepaemen Agama Republik Indonesia, Op. Cit, hal 1HS 
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P E I  I t  P  

A. KESIMPL.AN 

Setelah Penutis mnembahas mengenai Tinjauan Terhadap Hal dan 

Kewapban W t i  menurut Hukum Islam dan luk um Perdata, maka tu4 

mengakhri dart pembahasan ii akan penuls kemukakan beberapa hal sebagi 

kespulanmya. yatu 

Yang menjadi had dan kewaban walt mevurut Hulm tslam adalah bah.a 

wahi berkewaban mcngurus dins dan harta orang an beada di haw.ah 

perwalianya engan sebaik-baikma dan berkewajiban memberik.an 

bimbingan agama. pendidikan dan ketrampilan lainmya untuk masa depan 

orang yang belum dewasa yang berada di bawah perwalianmya 

2 Yang menjadi hak dan kewapiban Wahi menurut KUH Perdata adalah bahwa 

hak dan kewajtban Wat terhadap anak diatur secara tegas, yaitu mengenai 

hakhakmya, bail mengenai pengasuhan maupun harta bendanya yang 

meliputi p.rawatan, binbingan, pendidikan dan pemchiharaan terhadap 

hartanya serta mew.akihi anal di dalam maupun di luar pengadilan dalam 

segala perbuatan hokum beak semassa dalam kandungan maupun sesudh 

dlahirkan, dalam asuhan walinya Sedangkan hak dan kewajiban terhadasp 

harta kekayaan anal juga diatur sccara tegas, di mana wali harus 

mengventanrsas harta anal tersebut kemudian setiap tahun membuat buku 



laporan pertangpungawaban tentang pemasuk.an dan pengcuaran ata anal 

tersebut di samping tu wahi juga mendapatkan hak upah atas perawatan harta 

anal terscbut 

i Yang me je.hi persamaan dan perbedaan hak dan kewapiban Walt menurut 

luk um Islam dengan KUH Perdata adalah yang dapat diangkat menjadi 

wali harus seseorang yang sudah dewasa, sehat akalnya, jujur, adi! dan 

afggup melak sanakan tugare-tugar yang hrembanova sea sebaaga wa k l  

untuk melakukan findakan hukum Sedangkan yang menjadi perbedaarm a 

adalah tentang pengangkatan seorang walt menurut Hu#um Islam ada 

watat dant kcdua oat lava sehela c a l,  ala h b u e a n  keabet 

dekat dengan anal yang akan diasuhmya, harus sagama dengan anal yang di 

bawah perwaliannya, dan berhak untuk melakukan perjyanan jual beli harta 

kekayaan anal yang di bawah perwalianmya demi kemaslahatan anal 

tersebut serta Wah tidal mendaps upah dalam melak sanakan tugs 

perwalianya Sedangkan menurut K L/ H I  Perdata. pengangkatan orang Mat 

harus disaksikan oleh kdua orang sahost atau drangk.at oleh Haki, Wati 

perbolehkan tuk melakukan transakst jual beli harta kkayaan anal yang 

di bawah perwaliannya demi tuk kemaslahatan anal tersebut tetapi harts 

dilakukan di muka umum, dan Wahi berkewajiban melapork.an harta 

kekayaan anak yang di bawah perwaliannya settap tahun ke ala Harta 

pemnggalan, serta Wahi berhak mendapatkan upah 



B. SARA-SARA 

Hendakmy Seorang yang diangkat me:yadi Wahi benar-benat mnjalank.an 

tugasnya dengan baik, yakmi memelihara hak-hal diri si anal daa haet 

ekayaanmya, jangan sampar anal yang di bawah perwaliannya itu terlantar 

2 Hendaknya Seorang yang tidak diangkat menjadi Wahi dan dipandanu 

ampu untuk mengurs anal yang Adak mnamp, bersedia memehhara 

anal yatim piatu, anal terlantar. dan anal putus sekolah Dengan der,ik 4an 

perbuatan tersebut di samping menyalank.an peintah agama fuga men­ 

duun program pmeintah akmi 6NODA  
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